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ABSTRAK

Pencucian uang atau Money laundering adalah rangkaian kegiatan yang
merupakan proses yang di lakukan oleh orang atau organisasi terhadap uang haram,
yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang
melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan
terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan sehingga uang tersebut
kemudian dapat keluar dari sistern keuangan itu sebagai uang halal

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode
penelitian Hukum Normatif atau penelitian  perpustakaan (library research),
Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan penelitian terhadap permasalahan Peran
dan faktor penghambat kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian
Uang.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu
Peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian uang yaity
dengan upaya pre-entif dimana Kepolisian melakukan penyuluhan atau himbauan
unfuk setiap masyarakat melalui media cetak, maupun media elektronik. Upaya
Preventif yaitu kepolisian melakukan seminar dan melakukan rapat antar instans;
untuk melahirkan nota kesepakatan dalam bentuk Mol Upaya represif yang
dilakukan oleh kepolisian yaitu menindaklanjuti setiap kasus yang diduga atau patut
dicurigainya adanya transaksi mencurigakan dengan bekerja sama dengan PPATK
dan Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencucian Uang adalah faktor penegak hukum dimana dalam kenyataannya harus
diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum seperti penyidik yang kurang
profesional sehingga penanganan kasus yang sering terlambat dan Faktor
hukumnya sendiri termasuk di dalamnya belum Sempurnanya perangkat hukum,
faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat termasuk di dalamnya masih
rendahnya tingkat kesadaran hukum, dan faktor kebudayaan.

Sebgai saran agar diperlukannya peningkatan kegiatan penyuluhan dan
himbauan oleh Kepolisian kepada masyarakat agar masyarakat paham dan sadar
hukum sehingga dapat berperan aktif mengawasl jalannya proses penegakan hukum
tindak pidana pencucian uang,

Kata kunci: Kepolisian, Tindak Pidana, Pencucian Uang.
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@an kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencucian
vang yaitu dengan upaya pre-entif dimana Kepolisian melakukan
penyuluhan atau himbauan untuk setiap masyarakat melalui media cetak,
maupun media elektronik. Upaya Preventif vaitu kepolisian melakukan
ssminar dan melakukan rapat antar instansi untuk melahirkan nota
kescpakatan dalam bentuk MoU. Upaya represif yang dilakukan oleh
kepolisian vaitu menindaklanjut sctiap kasus yang diduga atau patut
dicurigainya adanya transaksi mencunigakan dengan bekerja sama dengan
PPATK. Setelah dua alat buku terpenuhi maka penyidik mengeluarkan
Surat Perintah Penvidikan (Sprindik) dan membuat Surat Pembenitahuan
Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke JPU dan menyerahkan berkas perkara
ke JPU

) Faktor Penghambat Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana
Pencucian Uang adalah faktor penegak hukum dimana dalam

kenyataannya harus diakui bahwa masih ada aparat penegak hukum sepert

Penyidik vang kurang profesional sehingga penanganan Kasus yang sering

terlambat dan Faktor hukumnya sendin termasuk di dalamnya belum

eMpumanya perangkat hukum, faktor samnd dan fasilitas, faktor
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